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ABSTRAK : - bahwa setiap anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, 
serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan 
Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, 
dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, 
dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 28b 
ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
bahwa seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak 
anak dan perlindungan khusus anak, diperlukan pengaturan mengenai 
perlindungan anak secara menyeluruh dengan melibatkan para pemangku 
kepentingan di Daerah; 
 

- Dasar Hukum : 

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 
Tahun 2002 sebagaimana telah beb                                                                                                            
erapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 
2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 
Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 59 Tahun 2019; PP No. 78 
Tahun 2021; PERDA No. 5 Tahun 2021; PERDA No. 3 Tahun 2023. 

 
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu: 

BAB I KETENTUAN UMUM 

BAB II PERENCANAAN  

BAB III  HAK ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK 

BAB IV SISTEM INFORMASI DATA ANAK 

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN 

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT 

BAB VII KOORDINASI 

BAB VIII KERJA SAMA 

BAB IX PENGHARGAAN 

BAB X PEMBIAYAAN 

BAB XI KETENTUAN PENUTUP 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 
2024. 

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 
lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

- Penjelasan : 5 hlm 

 

 


